
  

 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN DAERAH  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  3  TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR  DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang  : a. bahwa  dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 

97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 

dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing, maka  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan 

dengan peraturan perundangan yang ada; 

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang  

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

 



  

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang   

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

58); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5358); 

  9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 DAERAH   ISTIMEWA  YOGYAKARTA 

dan 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 

13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13) diubah sebagai berikut: 



  

1. Ketentuan  dalam Pasal 2 ayat (1) ditambah huruf c baru, sehingga Pasal 2 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas: 

a. Retribusi Izin Trayek;  

b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan 

c. Retibusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk golongan 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB IVA, BAB IVB, 

BAB IVC, dan diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 9 (sembilan) Pasal, 

yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, Pasal 

16G, Pasal 16H, dan Pasal 16I sehingga berbunyi sebagai berikut: 

BAB IVA 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  

MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi 

Pasal 16A 

Dengan nama Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal 16B 

(1) Objek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah 

pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada 

pemberi kerja tenaga kerja asing. 

(2) Pemberi  Kerja  Tenaga  Kerja  Asing  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), 

tidak termasuk: 

a. instansi pemerintah; 

b. perwakilan negara asing; 

c. badan-badan internasional;  

d. lembaga sosial; 

e. lembaga keagamaan; dan 

f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 

 


